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BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

     NOMOR 53 TAHUN 2018    

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 87 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan 

tanggung jawab serta untuk efektifitas pelaksanaan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu 
mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata 
Kabupaten Bulukumba; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
  2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  4. 
 

 

 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14). 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 87 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA 
KABUPATEN BULUKUMBA. 

 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2016 Nomor 87)  diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf f diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 

(1)  Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan. 

c. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan 

2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata. 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

1. Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran; dan 
2. Seksi Pengembangan Kerjasama, Event dan Daya Tarik Wisata. 

e. Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata 

1. Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan 
2. Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata 

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; dan 
2. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan. 

g. Unit Pelaksana Teknis 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 
 

(1)  Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Dinas menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah bidang pengembangan dan pengelolaan destinasi 

pariwisata. 
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata; 

g. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

h. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

 

(1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata sebagai 

berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan 

Daya Tarik Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara 

terpadu dengan Kabupaten dan Kotamadya, stakeholder pariwisata 

lainnya dan instansi terkait; 

g. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data serta identifikasi kondisi 

obyek dan daya tarik wisata; 

h. melakukan pengelolaan dan penataan obyek wisata yang berdaya 

saing dan berkelanjutan; 

i. melakukan pembinaan manajemen tata kelola dan desa wisata sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan kepariwisataan; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

k. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 

 
(1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan 

bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang 
pengembangan kawasan pariwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai 

berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata; 
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g. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan 

sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah; 

h. meningkatkan sarana dan fasilitas pada destinasi pariwisata sesuai 

dengan peraturan yang berlaku untuk kenyamanan wisatawan; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 
 

(1) Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang pengembangan promosi dan pemasaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan 
Pemasaran sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Pengembangan Promosi 

dan Pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pengelolaan sarana pengembangan promosi dan 

pemasaran; 

g. mengevaluasi penyelenggaraan sarana pengembangan promosi dan 

pemasaran; 

h. mengikuti pameran, event promosi pariwisata dalam dan luar negeri; 

i. menyelenggarakan promosi kepariwisataan melalui iklan media cetak 

dan elektronik; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

k. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 16 

 

(1)  Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang pengendalian obyek dan usaha pariwisata.  
(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha 

Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban 

serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran obyek dan usaha 

pariwisata; 

g. melaksanakan pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan 

lingkungan akibat pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 

h. mengevaluasi data hasil kajian obyek wisata dan daya tarik serta 

usaha pariwisata; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 
 

(1) Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang pengendalian obyek dan daya tarik wisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Obyek dan Daya 

Tarik Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengendalian Obyek dan Daya Tarik Wisata untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pengendalian lingkungan pada obyek dan daya tarik 

wisata; 

g. menyiapkan data kajian dan mengevaluasi dampak lingkungan obyek 

wisata; 

h. mengevaluasi dan mengendalikan obyek dan daya tarik wisata; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 18 

 

(1) Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang pengendalian usaha sarana dan jasa pariwisata. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa 

Pariwisata sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan 

Jasa Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian intern terhadap usaha 

sarana dan jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penetapan kebijakan 

kendali mutu (supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring) kegiatan 

pengendalian usaha jasa pariwisata; 

h. menginventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata; 

i. menyiapkan segala hak yang terkait dengan pemberian rekomendasi 

persyaratan dasar untuk klasifikasi/reklasifikasi usaha 

kepariwisataan; 

j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

k. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 
 

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia 

kepariwisataan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 
tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
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e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan 

dalam rangka penerapan sistem sadar wisata dan sapta pesona 

pariwisata untuk mewujudkan sumber daya manusia kepariwisataan 

yang kompeten dan berdaya saing; 

g. menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga 

kepariwisataan; 

h. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

masyarakat pariwisata; 

i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

j. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 

 
(1) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah bidang hubungan kelembagaan kepariwisataan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian 

tugas jabatan Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Kelembagaan 

Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata dengan 

pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pariwisata; 

g. melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Desa, lembaga 

pendidikan pariwisata, asosiasi kepariwisataan serta lembaga lainnya 

dalam rangka pengembangan kepariwisataan; 

h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 
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i. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

11. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 26 

 
(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan perundang-

undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan 

peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
(2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 

tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan 

Peraturan Bupati ini. 
 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  Bulukumba. 

 
        Ditetapkan di Bulukumba 

        pada tanggal 25 Oktober 2018  
  

BUPATI BULUKUMBA, 
 

 

 
        A. M. SUKRI A. SAPPEWALI 

 

 
 

Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal 25 Oktober 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 

 
 

A. B. AMAL 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 53 .... 


